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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Oleh karena itu mengenai pembuktian kebenaran hak seseorang 

atau sebidang tanah yang dibuktikan dengan dasar penguasaan 

dalam bentuk tertulis maupun penguasaan fisik dalam pendaftaran 

hak milik sangat penting artinya guna menjamin kepastian hak 

seseorang dan lebih menguatkan sertifikat yang nantinya akan 

diterima oleh si pemohon, dan selain itu, hak atas tanah adalah 

bentuk penguatan hak penguasaan atas tanah yang telah dipunyai 

baik secara perseorangan (individual) maupun secara bersama-

sama (kolektif) dengan perseorangan pula atau badan hukum 

(rechtspersoon). Dengan kata lain, hak atas tanah ditetapkan oleh 

Negara setelah yang bersangkutan membuktikan keabsahan 

penguasaan atas tanah tersebut 

2. Hak atas tanah barat hanya dapat dikonversi sesuai jangka waktu 

yang telah ditetapkan, apabila lewat jangka waktu tersebut maka 

hak atas tanah tersebut akan dibawah kekuasaan negara. 

Selanjutnya bukti hak atas tanah yang muncul setelah jangka waktu 

tersebut, maka kepada pemegang hak diharuskan mengajukan 

permohonan langsung ke Kepala Kantor Pertanahan, dengan 

melengkapi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
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Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Untuk selanjutnya akan di proses sebagai pemegang hak yang sah 

atas tanah. Pemberlakuan ketentuan konversi terhadap hak-hak 

atas tanah yang berasal dari hak barat meliputi 2 kondisi yakni; (1) 

hak-hak yang dapat dikonversi langsung, (2) pengakuan 

hak/penegasan konversi, jadi setiap hak-hak atas tanah perlu 

dilakukan legalisasi kepemilikan hak baik secara fisik maupun 

yuridis, melalui mekanisme yang diatur dalam perundang-

undangan yang berlaku guna terciptanya kepastian hak dan 

kepastian hukum. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan sebagai berikut: 

1. Perlu diciptakan badan pertanahan khusus yang pada saat ini 

merupakan kebutuhan mutlak serta merupakan mekanisme jalan 

keluar dari sejumlah sengketa agraria agar proses peradilan dapat 

berlangsung dengan baik, cepat dan tepat sehingga tidak adanya 

konflik kompetensi antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan 

Peradilan Umum ataupun konflik kompetensi tentang pemeriksaan 

lembaga peradilan yang mana yang harus didahulukan. Badan 

pertanahan khusus diharapkan dapat memeriksa suatu sengketa 

tanah dalam berbagai aspek hukum, yaitu aspek hukum perdata, 

hukum pidana, dan hukum tata usaha negara. 
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2. Dalam penerbitan suatu peraturan perundang-undangan 

pemerintah harus dengan cermat dan serius memperhatikan 

hukum positif mengenai pertanahan yang masih berlaku, sehingga 

tidak terjadi tumpang tindih dan menimbulkan sengketa, 

Pemerintah daerah juga seharusnya meningkatkan alokasi 

anggaran penyertifikatan tanah aset daerah. Hal ini penting agar 

tanah-tanah aset daerah dari konversi tanah Belanda yang belum 

disertifikatkan dapat segera didaftarkan. 
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